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Abstrak

Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu penting dalam sistem demokrasi kon-

stitusional. Karena jaminan terhadap HAM dan warga merupakan syarat minimal yang 

harus tertuang dalam konstitusi. Pasca amandemen konstitusi 2000-2002, komitmen ne

gara dalam menjamin hak konstitusionalnya secara normatif tertuang dalam UUD 1945. 

Salah satunya terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang turunannya 

dengan keberadaan kebebasan pers (media). Dalam perkembangannya, media tidak lagi 

berbentuk media konvensional seperti koran, surat kabar, televis, radio atau situs berita 

online, namun keberadaan new media berupa media sosial menjadikan alternatif bagi 

warga untuk berekspresi dan berpendapat. Meski dalam perkembangannya, new me-

dia juga memiliki tantangan yang tidak sederhana. Ancaman informasi palsu (hoax) be-

lakangan menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk pemerintah. Situasi itu pula 

yang mempengaruhi politik hukum pembuat UU (law maker) untuk menerbitkan regulasi 

dan kebijakan. Seperti melalui UU No  19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Surat Edaran Kapolri No 

SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech), termasuk rencana 

pembentukan Badan Siber Nasional (Basirnas) yang direncanakan fokus terhadap per-

lindungan negara kepada warga negara di dunia maya. Kendati demikian, berbagai 

regulasi dan kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait hak kebebasan ber-

pendapat dan berkespresi warga yang secara tegas diatur dalam konstitusi. Kekhawati-

ran ini muncul lantaran trauma atas situasi yang terjadi di era Orde Baru. Karena di era 

Orde Baru, atas nama stabilitas pemerintahan, nalar berpikir warga diseragamkan dan 

perbedaan pandangan dianggap subversif.

Kata kunci: kebebasan pers, media, media sosial, politik hukum
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1.	 Pendahuluan 

Isu kebebasan masyarakat sipil 

(civil liberties) pada saat reformasi 

digulirkan menjadi salah satu isu uta-

ma yang disuarakan. Salah satu ben-

tuk kebebasan yang dimaksud berupa 

kebebasan pers, kebebasan berpolitik, 

serta adanya kekuatan oposisi. Ketiga 

hal tersebut menjadi isu utama yang 

disuarakan karena dianggap dapat ber-

fungsi menjadi alat perjuangan politik 

lebih lanjut.1

Sistem demokrasi yang dipilih me-

lalui jalan reformasi pada akhirnya 

mendorong peran negara untuk mem-

fasilitasi proses keterbukaan, keterse-

diaan ruang perwakilan, penegakan 

hukum yang efektif, serta mendorong 

terciptanya ruang publik yang terbuka 

tanpa diskriminasi.2

 Tak lebih dari 16 bulan setelah 

reformasi Mei 1998 bergulir, tepat-

nya pada tanggal 23 September 1999, 

Presiden BJ Habibie mengesahkan UU 

No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di 

hari yang sama pula UU Pers resmi 

diundangkan di Indonesia.3 Langkah 

pemerintah di bawah Presiden BJ Habi-

bie membentuk UU Pers menjadi lom-

patan penting bagi jalannya reformasi 

pasca Presiden Soeharto. 

Terlebih tak lama berselang, se-

1	 Robertus Robert, Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi 
di Indonesia; Sebuah Tinjauan Kritis, (Jakarta: Elsam, Ce-
takan Pertama, 2008), h. 70. 

2	  UUD 1945 

3	 Lihat UU No 40 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 166. 
Sebelum keberadaan UU No 40 Tahun 1999, pers diatur 
oleh UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pers yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 
1967 dan diubah dengan UU No 21 Tahun 1982.  Sebe-
lumnya, terdapat regulasi yang diterbitkan pemerintah 
yakni Penetapan Presiden (Penpres) No 6 Tahun 1963 
tentang Pembinaan Pers. 

belumnya pemerintah juga menge-

sahkan UU No 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (HAM). Dua regulasi 

mendasar ini yakni UU HAM dan UU 

Pers menjadi legacy pemerintahan BJ 

Habibie dalam turut serta meletakkan 

fondasi dalam proses demokratisasi di 

Indonesia. 

Terlebih selama masa orde baru, 

pers mengalami masa kelamnya.  Kare-

na terdapat sejumlah media massa 

yang dicabut Surat Izin Usaha Penerbi-

tan Pers (SIUPP) oleh pemerintahan Soe-

harto seperti majalah Tempo dan Tab-

loid DeTik. Melalui Peraturan Menteri 

Penerangan No 01/Per/Menpen/1984, 

ketentuan SIUPP diatur oleh pemerin-

tah. Sebelum ketentuan SIUP berlaku, 

sebelumnya diatur bahwa setiap media 

massa seperti koran dan majalah harus 

mengantongi Surat Izin Terbit (SIT).4 

Konkretnya, pemberlakuan keten-

tuan tersebut, pers baik perusahaan 

maupun isi beritanya, diperlakukan 

sebagai suatu perusahaan. Konsekuen-

sinya, jika isi berita pers tersebut di-

anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai 

“pers yang bebas dan bertanggungjaw-

ab” maka perusahaan persnya dapat 

dibubarkan karena SIUPP-nya dibatal-

kan Menpen.5

Reformasi 1998 telah membuka 

keran kebebasan pers yang signifikan. 

4	 Satya Arinanto, Indonesia: Democratizatin of constitu-
tional and political life subce rge 1992 General Election 
and the 1993 Plenary Session of the Peopole’s Consul-
tative Assembly, dalam Cheryl Saunders &Graham Has-
sall (ed), Asia-Pacific Constitutional Yearbook, (Center 
for Comparative Constitutional Studies University Mel-
bourne: 1995) hal. 69  

5	 Satya Arinanto, Perubahan Pokok UU Pers, Kompas, 23 
Desember 1996.
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Akibatnya, terjadi ledakan (industri) 

pers yang diawali dengan terbitnya UU 

No 40 Tahun 1999. Meski dalam prak-

tiknya, seleksi  alam berlaku menguji 

keberadaan perusahaan media massa. 

Ada yang bertahan, namun tidak se-

dikit pula perusahaan pers gulung ti-

kar akibat persaingan industri yang cu-

kup dinamis.  

Di awal pertengahan tahun 2000-

an, perkembangan informasi dan tekh-

nologi (IT) memasuki babak baru di 

tanah air. Trennya terus mengalami 

lonjakan yang signifikan. Pada tengah 

semester tahun 2016 saja, menurut 

data Asosiasi Penyelenggara Jaringan 

Internet Indonesia (APJII) terdapat 

132,7 juta pengguna internet di Indo-

nesia.6 Padahal dua tahun sebelumnya, 

dari data yang sama pengguna internet 

baru mencapai 88 juta pengguna. 

Sejalan dengan hal tersebut, ke-

beradaan media sosial setali tiga uang. 

Aneka rupa media sosial diikuti oleh 

jutaan pengguna internet di Indone-

sia. Media sosial twitter di Indonesia, 

dalam setahun terdapat 4,1 miliar 

kicauan atau rerata setiap harinya ter-

dapat 11 juta kicauan yang terdiri dari 

teks, video maupun gambar.7 Indone-

sia pun mendapat julukan negeri pal-

ing cerewet di dunia.  

Jejaring media sosial Facebook, 

Indonesia juga mengalamai kenaikan 

6	 Yoga Hastiyadi Widiantarto, 2016, Pengguna Internet 
di Indonesia Capai 132 Juta, http://tekno.kompas.com/
read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.
di.indonesia.capai.132.juta. Diakses Sabtu, 4 Februari 
2017 pukul 09:45 WIB

7	 Setahun, Indonesia Hasilkan 4,1 Milar Kicauan, 6 Desem-
ber 2016 http://www.beritasatu.com/iptek/403190-seta-
hun-indonesia-hasilkan-41-miliar-cuitan.html. Diakses 4 
Februari 2017 pukul 10:13 WIB.

penggunanya. Paruh pertama tahun 

2016 lalu mencatatkan sedikitnya 88 

juta pengguna akun Facebook dari In-

donesia. Padahal di tahun 2013, peng-

guna Facebook baru mencapai 65 juta 

pengguna.8 Di jejaring Instagram, pada 

tengah tahun lalu pengguna aktif dari 

Indonesia sedikitnya terdapat 22 juta 

pengguna.9

Melimpah ruahnya pengguna jeja-

ring media sosial di Indonesia ini me-

miliki dampak signifikan. Dalam prak-

tiknya media sosial menjadi kekuatan 

baru dalam relasi politik, hukum,sosial, 

ekonomi dan budaya. Media sosial telah 

menjadi kelompok penting dalam pro

ses kehidupan sosial di Tanah Air. Pertu-

karan informasi termasuk ide dan gagas

an antarindividu dan kelompok dengan 

mudah dapat ditransformasi melalui 

media sosial. Penyikapan terhadap isu 

yang berkembang di tengah masyarakat 

juga dengan mudah dan cepat direspons 

oleh publik pengguna media sosial.10

Kendati demikian, tidak dapat di-

pungkiri realitas di media sosial juga 

memberi peluang dampak negatif aki-

bat penyalahgunaan fungsinya. Seperti 

praktik prostitusi, penjualan narkotika 

hingga penyemaian faham ekstremisme 

8	 Yusuf, Jumlah Pengguna Facebook di Indonesia Terus 
Bertambah, 20 Oktober 2016, http://tekno.kompas.com/
read/2016/10/20/17062397/jumlah.pengguna.facebook.
di.indonesia.terus.bertambah, diakses pada 4 Februari 
2017 pukul 10:30 WIB

9	 Hani Nur Fajrina, Ada 22 Juta Pengguna Aktif Instagram 
dari Indonesia, 27 Juni 2016,  http://tekno.kompas.com/
read/2016/10/20/17062397/jumlah.pengguna.facebook.
di.indonesia.terus.bertambah. Diakses pada 4 Februari 
2017 pukul 10:45 WIB

10	 R Ferdian Andi R, Media Sosial dalam Politik Hukum 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Studi Ka-
sus Rencana Perubahan UU No 32 Tahun 2002 tentang 
KPK, (Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
Januari 2014), h. 4
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dan yang terbaru penyebaran informa-

si bohong (hoax) melalui jejaring me-

dia sosial. Fakta ini menjadi cermatan 

serius oleh pemerintah. 

Ikhtiar untuk mengatur dampak 

negatif dari keberadaan informasi di 

internet ini telah lama dilakukan oleh 

pemerintah, termasuk di era peme

rintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY), melalui jalur penerbitan regula-

si. Setidaknya sejak tahun 2006 peme

rintah telah berencana menerbitkan 

Rancangan Peraturan Menteri Komu-

nikasi dan Informatika tentang Pena

nganan Situs Bermuatan Negatif. Upaya 

tersebut mengalami pasang surut. Pe-

nolakan dari publik terhadap rencana 

tersebut menjadi penyebabnya. Salah 

satunya karena dinilai akan mengeng-

kang kebebasan bereskpresi masyara-

kat termasuk pers. 

Seperti tahun 2010 yang sempat 

menjadi trending topic percakapan 

masyarakat khususnya pers. Hal yang 

sama juga terjadi pada awal tahun 2014 

lalu. Meski pada akhirnya pada 17 Juli 

2014 pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika 

mengundangkan Permen Kominfo No 

19 Tahun 2014 tentang Penanganan Si-

tus Internet Bermuatan Negatif.  

Pemerintahan Presiden Joko Wido-

do–Jusuf Kalla setali tiga uang. Poli-

tik hukum pemerintahan Jokowi-JK 

tidak jauh berbeda dari pemerintah 

sebelumnya terkait dengan upaya un-

tuk mengatur konten di media inter-

net. Di samping telah memiliki pijakan 

Permen Komimfo No 19 Tahun 2014, 

pemerintah seperti melalui Surat Eda-

ran (SE) Kapolri No SE/06/X/2015 

tentang penanganan ujaran kebencian 

(hate speech). Meski menimbulkan po-

lemik, surat edaran yang diteken Ka-

polri Badrodin Haiti pada 8 Oktober 

2015 ini tetap operasional di lapangan. 

Sejumlah penanganan kasus yang 

muncul di lapangan, tidak sedikit yang 

berpijak dengan menggunakan edaran 

Kapolri ini. 

SE tersebut hakikatnya merujuk 

kepada sejumlah regulasi seperti UU 

KUHP, UU No 39 Tahun 1999 tentang 

HAM, UU No 11 Tahun 2005 tentang 

Ratifikasi Konvensi Internasional Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU No 

12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kon-

vensi Internasional Hak-hak Sipil dan 

Politik, UU No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 

No 40 Tahun 2008 tentang Penghapus

an Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU 

No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial.11

Selama tahun 2016, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika telah mem-

blokir sebanyak 800 situs karena dinilai 

memiliki isi negatif, menyebar paham 

radikal serta menyebarkan informasi 

bohong. Kendati demikian, pemerintah 

juga menyebutkan hingga saat ini ma-

sih tedapat 43 ribu situs yang dinilai 

abal-abal oleh pemerintah.12

Politik hukum pemerintahan 

11	 Lihat SE Kapolri No SE/06/X/2015 

12	 Saiful Munir, Selama 2016, Pemerintah Blokir 800 Situs 
Abal-abal, 7 Januari 2017, https://nasional.sindonews.
com/read/1168925/13/selama-2016-pemerintah-blokir-
800-ribu-situs-abal-abal-1483784789. Diakses 4 Februari 
2017, Pukul 11.15 WIB. DI saat bersamaan, Dewan Pers 
juga memberlakukan verifikasi terhadap media  massa 
dengan berpijak pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UU No 39 
Tahun 1999 tentang Pers. Hal yang sama juga ditegaskan 
di Statuta Dewan Pers Tahun 2013 Pasal 5 huruf g. 
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Jokowi semakin meneguhkan sema

ngat pemerintahan sebelumnya de

ngan melakukan perubahan terhadap 

UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Se-

jumlah norma baru dimasukkan dalam 

UU No 19 Tahun 2016 tentang Peruba-

han atas UU No 11 Tahun 2008 tentang 

ITE yakni seperti kewenangan pencega-

han penyebarluasan dan penggunaan 

dokumen elektronik yang dilarang 

oleh peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah juga diberi kewenangan 

melakukan pemutusan akses  (blokir) 

internet yang memiliki muatan yang 

melanggar hukum.13 

Selain menerbitkan regulasi dan 

kebijakan, pemerintah juga beren-

cana membentuk badan khusus untuk 

menangani lalu lintas di ranah siber. 

Gagasan membentuk Badan Siber Nasi-

onal (Basirnas) oleh pemerintah makin 

menggenapi langkah pemerintah un-

tuk melakukan pengawasan (dan per-

lindungan) terhadap aktivitas masyara-

kat di media internet. 

Persoalan muncul di lapangan ter-

kait serangkaian langkah politik hukum 

yang dilakukan pemerintah. Seperti 

bagaimana jaminan pemerintah atas 

penegakan norma yang tertuang dalam 

konstitusi di Pasal 28 UUD 1945 soal 

kemerdekaan berserikat dan berkum-

pul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan? Belum lagi bila merunut 

alur terbitnya regulasi yang diterbitkan 

pemerintah, ada tahapan yang melom-

pat sebagaimana diatur diatur dalam 

13	 Lihat UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 
No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-
tronik.

UU No 12 Tahun 2011 tentang pemben-

tukan peraturan perundang-undangan. 

2.	 Politik Hukum Pemerintah dan 
Kepastian Jaminan HAM 

Politik hukum pemerintah dalam 

merespons perkembangan pesatnya 

informasi dan tekhonologi dengan 

berbagai turunannya yang muncul, 

diwujudkan dengan menerbitkan ber

bagai regulasi. Seperti melalui Per-

menkominfo No 19 Tahun 2014,  Surat 

Edaran (SE) Kapolri No SE/06/X/2015 

tentang penanganan ujaran kebencian 

(hate speech) serta UU No 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan UU No 11 Ta-

hun 2008 tentang Informasi dan Tran-

saksi Elektronik (ITE).

Berbagai regulasi tersebut menjadi 

basis legal yang berdampak pada tin-

dakan hukum bagi pemerintah dengan 

melakukan serangkaian pemblokiran 

terhadap berbagai situs yang dianggap 

memiliki konten yang melanggar hu-

kum. Di titik inilah persinggungan an-

tara penegakan hukum di satu sisi serta 

kebebasan bereksepresi di sisi yang lain.  

Penegakan hukum menjadi instru-

men yang penting dalam mewujudkan 

cita-cita konstitusional yakni Indonesia 

sebagai negara hukum. Secara praksis, 

negara hukum merupakan tindakan 

negara yang harus berdasarkan hukum. 

Melalui aturan tersebut, negara dibatasi 

tindakannya kepada warga negaranya.14 

Dalam konteks ini, melalui berbagai 

instrumen hukum yang diciptakan, 

negara membuat kebijakan politik hu-

14	 Sudargo Gautama. Pengertian Tentang Negara Hukum, 
(Bandung; Alumni, 1955) hal. 3
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kumnya. Dalam pandangan Mahfud 

MD, politik hukum di antaranya terkait 

dengan kebijakan negara tentang hu-

kum yang akan dilakukan atau tidak 

diberlakukan dalam rangka pencapai

an tujuan negara, kedua latar belakang 

politik, ekonomi sosial, budaya atas la-

hirnya produk hukum.15  

Berbagai regulasi yang muncul 

tersebut tidak terlepas dari upaya 

pemerintah untuk mencapai tujuannya 

serta tidak terlepas dari setting sosial 

politik, ekonomi dan budaya. Keriuhan 

di media internet ini pula diakui telah 

merepotkan pemerintah.16 

Masyarakat Telematika Indonesia 

(Mastel) dalam rilis hasil surveinya 

pada 13 Februari 2017 lalu mengung-

kapkan informasi hoax yang diterima 

masyarakat dominan diterima melalui 

media sosial sebesar 92,40 persen dan 

aplikasi chatting sebesar 62,80 persen. 

Menariknya, responden mengungkap-

kan mayoritas (44,30 persen) mengaku 

setiap hari menerima informasi yang 

tidak benar. Adapun jenis informasi 

yang kerap diterima sebagai berita ti-

dak benar, mayoritas yakni sebesar 

91,80 persen berisi tentang sosial poli-

tik dan pemerintahan serta informasi 

SARA sebesar 88,60 persen yang me

nempati urutan kedua.17  

15	 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: 
Rajawali Pers, Cet. 4, 2011) hal. 4

16	 Larisa, HPN 2017, Jokowi Pusing Berita Hoax 
di Media Sosial, https://nasional.tempo.co/read/
news/2017/02/09/078844621/hpn-2017-jokowi-pusing-
berita-hoax-di-media-sosial, 9 Februari 2017, diakses 5 
Februari 2017, pukul 17.17

17	 Infogarfis Hasil Survei MASTEL tentang Wabah Hoax Na-
sional, http://www.mastel.id/infografis-hasil-survey-mas-
tel-tentang-wabah-hoax-nasional/, diakses 15 Februari 
2017, pukul 14.15

Fakta tersebut menjadikan langkah 

pemerintah tampak gagap dalam mere-

spons perkembangan tekhnologi in-

formasi yang mengalami perkembang

an cukup masif. Kegagapan tersebut 

tampak muncul dari upaya pemerintah 

dalam menyiapkan perangkat regulasi. 

Kendati demikian, keriuhan tersebut ti-

daklah menjadi alasan bagi pemerintah 

dan pembuat undang-undang (law ma

ker) untuk menerbitkan regulasi yang 

justru berpotensi menganggu jaminan 

hak asasi manusia khususnya terkait 

dengan jaminan kebebasan berekspresi 

dan berpendapat warga.

Seperti UU No 19 Tahun 2016 ten-

tang Perubahan atas UU No 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik khususnya di pasal 40 ayat 

(2a) yang berbunyi “Pemerintah wajib 

melakukan pencegahan penyebarluas

an dan penggunaan Informasi Elek-

tronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan yang dilarang 

sesuai dengan ketentuan” serta di Pa

sal 40 ayat (2b) juga disebutkan “Dalam 

melakukan pencegahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah 

berwenang melakukan pemutusan ak-

ses dan/atau memerintahkan kepada 

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 

melakukan pemutusan akses terhadap 

Informasi Elektronik dan/atau Doku-

men Elektronik yang memiliki muatan 

yang melanggar hukum peraturan pe-

rundang-undangan”.18

Ketentuan tersebut dijadikan 

18	 Lihat UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 
No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-
tronik (ITE). Lembaran Negara RI No 251
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pemerintah sebagai dasar hukum un-

tuk melakukan pembatasan terhadap 

akses internet yang dianggap berisikan 

konten yang melanggar hukum. Pada-

hal, secara substantif, kewenangan 

pembokiran tersebut justru berpoten

si pada penyalahgunaan wewenang 

(abuse of power) oleh pemerintah, 

karena sepenuhnya kewenangan terse-

but mutlak dimiliki oleh pemerintah. 

Belum lagi soal prosedur pembatasan 

dan pemulihannya yang semestinya 

dilakukan secara transparan serta ke-

tiadaan kejelasan batasan konten yang 

diangggap melanggar hukum.19 

Hal itulah yang justru berpotensi 

melanggar kebebasan warga dalam me-

nyampaikan pendapat dan ekspresin-

ya sebagai hak warga yang dilindungi 

oleh hak asasi manusia (HAM). Ken-

dati, perlu juga dicatat juga hak dan 

kebebasan setiap orang juga dibatasi 

oleh undang-undang yang dimaksud-

kan untuk menjamin pengakuan dan 

penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 28J UUD 1945.

Sayangnya pembatasan yang dilaku-

kan pemerintah tersebut justu berpo-

tensi melanggar hak kebebasan warga 

negara dalam menyampaikan ekspresi 

dan pendapatnya yang baru dinikmati 

oleh masyarakat Indoensia belum ge-

nap dua dasawarsa ini. Bangsa ini perlu 

menghindari produk hukum hanya di-

jadikan alat legitimasi kekuasaan un-

tuk melestarikan kekuasaan penguasa. 

19	 Revisi UU Ite Masih Berpotensi Mengancam Kebebasan 
Berkespresi http://elsam.or.id/2016/11/revisi-uu-ite-ma-
sih-berpotensi-mengancam-kebebasan-berekspresi/, 
diakses pada 15 Februari 2017, pukul 16.12 WIB. 

Padahal produk hukum harus memiliki 

orientasi keadilan dan kebenaran.20  

Langkah pemerintah yang berpi-

jak terhadap perangkat regulasi yang 

diterbitkan justru menunjukkan lang-

kah jalan pintas dalam merespons 

tumbuhnya media di internet. Langkah 

tersebut memposisikan pemerintah 

meunggu berada di sisi hilir terhadap 

persoalan tersebut. Padahal idealnya, 

pemerintah dapat secara sigap berada 

di hulu dengan menumbuhkan budaya 

literasi dengan pendekatan edukasi 

yang jauh lebih bermartabat. 

Perlindungan terhadap warga neg-

ara oleh pemerintah sebagaimana am-

anat pembukaan UUD 1945 tidak bisa 

dimaknai secara sempit dengan mem-

buat regulasi yang hanya berisi laran-

gan dan tindakan sebagai reaksi atas 

persoalan yang muncul.  Lebih dari itu, 

perlindungan terhadap warga negara  

harus secara holistik muncul dengan 

tetap melindungi warga negara den-

gan tidak mengurangi hak dalam kebe-

basan berekspresi. 

Hal demikian juga telah diatur 

dalam Konvenan Internasional Hak-Hak 

Sipil dan Politik (International Conve-

nant on Civil and Political Rights) yang 

telah diundangkan Indoensia melalui 

UU NO 15 tahun 2005 khususnya di 

Pasal 19 yang berbunyi “hak orang un-

tuk mempunyai pendapat tanpa cam-

pur tangan pihak lain dan hak atas ke-

bebasan untuk menyatakan pendapat”. 

20	 Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusional-
isme Hukum dan Peradilan,  (Jakarta, Kata Hasta Pusta-
ka 2007), hal. 4. 
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3.	 Meluruskan Penyusunan 
Regulasi Konten Internet 

Aturan pembatasan akses internet 

bagi konten yang melanggar hukum 

yang dikeluarkan pemerintah melalui 

Permenkominfo No 19 Tahun 2014 ten-

tang Penganan Situs Internet Bermua-

tan Negatif kemudian disusul dengan 

pengundangan UU No 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas UU No 11 Ta-

hun 2008 tentang Informasi dan Tran-

saksi Elektronik (ITE) selain berpoten-

si melanggar kebebasan berekspresi 

warga, secara prosedural penyusunan 

aturan tersebut juga keluar dari frame 

aturan penyusunan peraturan perun-

dang-undangan yang baik.

Keberadaan Permenkominfo No 19 

Tahun 2014  secara prosedural pem-

bentukan peraturan perundang-un-

dangan tentu terbuka untuk digugat. 

Landasan yuridis pembentukan Per-

menkominfo No 19 Tahun 2014 terse-

but tidak memilliki landasan yuridis 

yang kukuh. Inti dari ketentuan Per-

menkominfo yang diteken Menteri Ko-

munikasi dan Informatika pada 7 Juli 

2014 itu, pemerintah diberi kewenan-

gan untuk melakukan pemblokiran ter-

hadap situs internet yang dinilai nega-

tif. Dalam ketentuan tersebut, konten 

yang masuk kategori negatif disebut-

kan berisi pornografi dan kegiatan ile-

gal yang berdasarkan ketentuan per-

aturan perundang-undangan. 

Bila merujuk UU No 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Pe-

rundang-undangan Pasal 8 ayat (1) dan 

(2), peraturan menteri kendati tidak 

masuk dalam hiraki peraturan perun-

dang-undangan, namun tetap diakui 

keberadaannya sepanjang merupakan 

perintah peraturan perundang-undan-

gan yang lebih tinggi dan dibentuk ber-

dasarkan kewenangannya. 

Kewenangan bersyarat yang dimil-

iki menteri dalam menerbitkan suatu 

peraturan menteri tidak terpenuhi se-

cara mutlak oleh menteri, sebagai pi-

hak yang memiliki wewenang dalam 

menerbitkan peraturan menteri. Keti-

adaan ketentuan peratruan perundang-

undangan yang lebih tinggi yang beri-

si perintah pembentukan peraturan 

menteri tentang pemblokiran terhadap 

konten negatif  merupakan masalah 

serius dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan.21 

Menjadikan sejumlah regulasi sep-

erti UU No 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi, UU No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elek-

tronik (ITE), UU No 4 Tahun 2008 ten-

tang  Pornografi tidaklah cukup men-

jadikan Permenkominfo No 19 Tahun 

2014 ini memiliki modal yuridis untuk 

membuat norma berupa ketentuan ten-

tang pemblokiran.

 Bila pun pemerintah bersikukuh 

untuk memblokir konten negatif di in-

ternet, kategori pornografi jauh lebih 

tepat pijakan yuridisnya sebagaimana 

diatur dalam UU No 4 Tahun 2008 ten-

tang Pornografi.22 

21	 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 
(terjemahan General Theory of Law and State), (Band-
ung, Nusa Media, Desember 2015), hal. 179. Logeman 
juga menyebutkan kaidah hukum mengikat kalau menun-
jukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) anta-
ra suatu kondisi dan akibatnya. Lihat Soerjono Soekanto 
& Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, (Band-
ung, Citra Aditya Bakti, 1989) hal 88. 

22	 Lihat Masukan Elsam Terhadap RPM Konten Negatif, 
http://www.slideshare.net/internetsehat/masukan-elsam-
terhadap-rpm-konten-negatif  
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Setelah pemerintah menerbitkan 

Permenkominfo No 19 Tahun 2014, 

pemerintah bersama DPR membentuk 

UU No 19 Tahun 2016 tentang Peruba-

han atas UU NO 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE) yang di ketentuan baru khusus-

nya di pasal 40 ayat (2a) dan (2b) dise-

butkan tentang ketentuan pemerintah 

untuk melakukan pemutusan akses. 

Norma ini sejatinya tidak jauh berbeda 

dengan norma yang termuat  di Per-

menkominfo No 19 tahun 2014. 

Dengan kata lain, terjadi lompatan 

tahapan yang terjadi dalam pembuatan 

regulasi ihwal pengaturan konten nega-

tif. Norma lebih tinggi berpijak pada 

norma yang lebih rendah. Padahal se-

mestinya, norma lebih rendah berpijak 

pada norma yang lebih tinggi. Konkret-

nya, peraturan menteri harus mendasa-

ri pada peratruan yang lebih tinggi di 

atasnya. Bukan sebaliknya UU berpijak 

pada peraturan menteri. Hal itulah yang 

terjadi dalam dua peraturan perundang-

undangan yang mengatur konten nega-

tif yakni Permenkominfo No 19 Tahun 

2014 dan UU No 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008. 

4.	 Kesimpulan dan Saran
Politik hukum pembentukan per-

aturan perundangan-undangan yang 

dilakukan pemerintah semestinya juga 

didasari tidak hanya sekadar dalam per-

spektif negara atau pemerintah, namun 

aspek kebebasan bereksepresi dan ber-

pendapat warga juga menjadi cermatan 

serius karena memang merupakan am-

anat konstitusi yang tidak bisa dita-

war-tawar. Sprit konstitusi inilah yang 

semestinya menjadi tolak ukur dalam 

pembuatan kebijakan publik. 

Dalam penyusunan kebijakan hu-

kum, khususnya terkait dalam mere-

spons terhadap persoalan yang muncul 

di internet, pemerintah telah menun-

jukkan sikap yang sporadis yang 

mencerminkan penyusunan peraturan 

perundang-undangan yang tidak teren-

cana dengan baik. Pengabaian elemen 

penting dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan terang menjadi 

persoalan serius dalam penyusunan se-

buah peraturan perundang-undangan. 

Perencanaan yang baik dalam pe-

nyususnan peraturan perundang-un-

dangan niscaya akan melibatkan par-

tisipasi publik yang baik pula, yang 

salah satunya terwujud melalui instru-

men uji publik terhadap setiap rancan-

gan peraturan yang akan dibentuk oleh 

pembuat peraturan perundang-undan-

gan (law maker). 

Terkait persoalan tersebut terdapat 

beberapa hal penting terkait saran per-

baikan dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan khususnya dalam 

persoalan kebebasan berekspresi dan 

berpendapat:

1.	 Politik hukum pembentukan per-

aturan perundang-undangan oleh 

pembuat peraturan perundang-

undangan harus senantiasa men-

dasarkan pada spirit konstitusi 

secara holistik. Pengabaian pada 

ruh konstitusi akan berakibat fa-

tal pada konstitusionalitas sebuah 

UU. Begitu juga peraturan di bawah 

UU, bila tidak mendasari pada lan-

dasan yuridis di atasnya, risiko le-

galitas sebuah peraturan di bawah 
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UU akan berpeluang terjadi. 

2.	 Kebebasan berekspresi dan ber-

pendapat warga masyarakat harus 

senantiasa disemaikan dan dido-

rong oleh seluruh stakeholder seb-

agai wujud nyata dari pelaksanaan 

demokrasi. Bila kebebasan berek-

spresi dan berpendapat dikeng-

kang, taruhan ekstremnya terha-

dap kualitas demokrasi yang akan 

rapuh dan tidak kukuh. 
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